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ASPIDSUS: Polin Oktavianus Sitanggang. ll

kegiatan di Hotel lnna Bali Beach, Sanur. 
1l

Sebagaimanadiketahuisebelumnya, ll
kabar miring menerpa korp Adhiyaksa ii
Bali. Kabar tak sedap yangterruiu pada 

lt

penyidikPidsus Kejati Bali itu menyusul \i
adanya dugaan lobi-lobi para elit seh- ii
ingga perkarakasus dugaan investasi di li
BPD Bdi senilai Rp 200 miliar dihenti- li
kandenganmenerbitkanSP3'(pra/dot) 
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PejabatKeiati

/ Nlendadakv 
"sakitGigi"

Saat DitanYa Soal Kabar SP3

Dugaan KoruPsi BPD Bali

DENPASAR-Reaksi sikaP Plin-PIan
ditunjukkan pejabat Kejaksaan Tinggi

(rejaii) Bali pasca mencuatnya kabar

adanya lobi-lobi para elit yang berujung

dengan terbitnya surat perintah peng-

henlian penyidikan (SP3) dalarn per-

kara d*rgaurr korupsi investasi senilai

Rp 200 miliar di Bank Pembangunan

Daerah (BPD) Bali.

Jika sebelumnya optimistis danberse-

mang{menyumpaikat't pettydik sudah

\ -"ngantongi lima calon tersangka,
' mendadak Pasca adanYa kabar SP3'

untuk tidak berkomentar. "Saya belum
ada perintah ini. Gak berani press rilis
saya (soal kasus dugaan Korupsi BPD

Bali), kalau belum ada perintah (Kepala

Kejati). Tunggu perintah dulu sayai'dalih

Polin fang dicegat di lobi kantor Kejati

Bali, usai rapat beberapawaktu lalu.

Demikian juga Polin saat ditanYa
perkemhangan secara umum PenY-
idika.r kasus ini, didampingi Kepala

Seksi Penerangan Hukum dan Humas
Kejati Bali Edwin Beslar, mantan Kepala

Kejaksaan Negeri Siantar-Simalungun'
Sumatera Utara; ini lagi-lagi memilih
enggan menjelaskanl'Itu penyidikan kan

tidak boleh dikeluarkani'dalihnya lagt.

Apakah dengan begitu artinya kasus

dugaan koruPsi BPD Bali akan tetap

dihentikan ataukah tetap lanjut? Di-
tanya begitu, Polin secara diplomatis
mengatakan' Pertanyaan itu sudah
masuk pada inti perkara."Pokoknya
kalau saya itu inginnya penanganan
perkara itu kalau bisa naik dinaikkan,
kalau berhenti berhentikan. Itu aja.

Tapi apapun intinya secarayuridis bisa

dipertanggungjawabkani' tandasnya.

Lalu bagaimana soal Pertanggu-
ngjawaban dari.penyidikan perkara
dugaan koruPsi BPD Bali Yang se-

belumnya sudah mengantongi lima
calon tersangka? Menurut Polin sama.

"Semua lini sama termasuk BPD Bali.

Susah saya kalau dalam perkara seperti
(kasus BPD Bali) ini. Kecuali dakwaan

sudah dibacakan, itu baru terbuka un-
tuk umum. Jadi soal lanjut atau tidak,
semua penanganan itu ada ujungnYa
dengan alasan-alasan hukumnya/ dalih
Polin lagi sambil beralasan akan pindah
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para pejabat khususnya di bidang tin-
hak pidana khusus (Pidsus) Kejati Bali

mendadak "sakit gigi':

Seperti halnya Asisten Tindak Pidana

Ktruius{Aspidsus) Kejati Bali, Polin Ok-

tavianus Sitanggang. Saat dikonfirmasi
terkait perkembangan kabar adanya

lobi-lobi dan SP3 itu pun juga memilih

$
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Turiggakan Bali Handara Rp 3,9 Miliar"

men Bali Handara soaliunggakan paiak

Kemarin,
Tim Evaluasi
Bertemu Pihak
Manajemen

PANCASARI - Tim Evalu
asi Pajak Daerah Kabupaten
tsuleleng, mulai mendatangi
sejumlah wajib pajak yang
memiliki tunggakan pajak
fantastis. Selain itu tim iuga
akan mendatanSi beberapa
wajib pajak yang meminta
penangguhan paiak dalam
waktu panjang.

Pagi kemarin (2315) rim
mendatangi Hotel Bali Han-
dara di Desa Pancasari. Tim
dipimpin Asisten Adminis-
trasi Umum Setda Buleleng
Ketut Asta Semadi. Dalam
tim iuga terlihat Kepala lns-
pekorat Buleleng Putu Yasa,

Kepala Badan Keu an ga n
Daerah (BKD) Buleleng
Bimantara, serta Anggota
Komisi Ill DPRD Buleleng
Waydn Indrawan.

Ber{asarkan catatan BKD
Bulelpng, hotel ini memiliki
tunggakan cukup besar Per
tanggal 3l Desember 2017,
tunggakan mencapai Rp 3,9
miliar Terdiri dari paiak hotel
Rp 288,7 juta; pajak restoran
Rp 143,3 juta; paiak air tanah
Rp 63,Biuta; serta pa.iak bumi
dan bangunan senilai Rp
3,46 miliar. Tunggakan itu

merupakan akumulasi sejak
tahun 2010 hingga 2017.
Sebenarnya pihak ma-

najenlell sudah berupaya
menyelesaikan tunggakan
pajak mereka secara ber-
tahap. Selama ini manajemen
hotel berupaya membayar
tunSgakan pajak sebesar Rp
l0 juta per bulatl. Hanya saia
akumulasi lunggakan pajak
terus meningkat, lantaran
hotel juga dikenakan denda
sebesar dua persen.

Asisten Administrasi Umum
Setda Buleleng Ketut Asta
Semadi mengatakan, tim
mendatangi hotel u ntuk
menanyakan komitmen soal
penyelesaian tunggakan pa-

iak. Saat ini Bali Handara
masuk dalam status penag-
ihan aktif. Artinya, waiib
pajak memiliki itikad baik
dan aktif berusaha menyele-
saikan tunggakan pajaknya.

Meski begitu pemerintah ber-
hanp manajemen mengambil
langkah yang lebih konkit un-
nrk melunasi tunggakan patak.
Mengingat manajemen hanya
bisa membayar pajak hingga
Rp t20 juta per bulan. "Kami
hanp ada langkah konkit da-
lam menyelesaikan turggakan
pajak ini. Karena denda ini
kan terus terakurnulasi. Kami
khawatir beban waiib paja-k se-

mahn besar;' karaAsta Semadi.
Tim juga meminta agar ma-

najemen rnempertimbangkan
' mengevaluasi fasilitas [,apan-

cARl solusl: Tim Evaluasi Paiak Daerah Ksbupaten Buleleng sast bertatap muka dengsn pihak Manaie'
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gan Golf yang dimiliki hotel.
Lantaran beban pajak tert-
inggi yang ditanggung wajib
pajak adalah Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) untuk lahan
golf. Sementara itu General
Managbr Bali Handara, Ni
Wayan Jarsen tak menampik
kini pihaknya memiliki tung-.
gakan pajakyang cukup besar.
Manajemen berkomitmen
melunasi pajak tersebut. Han -

ya saja pelunasan baru bisa
dilakukan bertahap, karena
harus menyesuaikan den-
gan kemampuan keuangan
perusahaan.

Salah satu yang menyebab-
kan manajemen terbebani
adalah hotel beberapa kali
dilanda bencana tanah long-
sor. Bencana itu menyebab-
kan puluhan kamar rusak dan
merusak fasilitas golf. Biaya
perbaikan pun tak sedikit, se-
hingga manajemen terpaksa
meminta penangguhan pajak.

"Untuk itu kami meminta
kepada Pemkab Buleleng agar
kami bisa membayar pajak
yang belum terselesaikan den-
gan cara mencicil. Dan untuk
pajakyang di tahun 2018 tetap
kami bayar sesuai dengan wak-
tunyai kata Jarsen. Asal tahu
saja, Bali Handara hanya salah
satu wajib pajakyang memiliki
tunggakan pajak di Buleleng.
Data di BKD Buleleng memrn-
jukkan, ada ratusan wajib pajak
yang masih menunggak pajak.

Hi"ss" 3, D"J;;J;i;; :":
catatada4l wajib pajak yang
menunggak pajak hiburan
senilai Rp 167.321.455. Se-
lain itu ada 165 wajib pajak
menunggak pajak restoran
senilai Rp 1.173.616.888,
serta 223 wajib pajak lain-
nya memiliki tunggakan
senilai Rp 2, r45.036.438.
Itu belum termasuk tung-
gakan dari sektor pajak
bumi dan bangunan serta
pajak air tanah. (eps/gup)
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pajak mendatangi Hotel Bali i pajak terakumulasi dengan denda
Handara di Desa Pancasari. | 2 persen.

rPertanggal 31 Desember I . General Manager Bali Handara Ni.
2012 tunggakan mencapai | ' Wayan Jarsen mengaku pihaknya
Rp 3,9 miliar. I berkomitmen metunasi pajak

rRinciannya; pajak hotel i tersebut.
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PEITGE]|DAU lAitPU lAult /
BangundifOSimpang,
Habiskan Rp 9,3 Miliar

MANGUPURA-Pemerintah Kabupaten Badung kembali
melanjutkan pembangunan Area Traffic Control System
(ATCS) atau sistem pengendali lampu lalu lintas. Pemban-
gunan tahap III ini digelontor anggaran Rp 9,3 miliar lebih.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub)
Kabupaten Badung Tofan Priyanto menerangkan, AICS
akan dibangun pada l0 titik. Di antaranya, Simpang Bera-
ban di Kuta, Simpang Nakula, Simpang CamplungTandu\
Simpang Batu Bolong di Kuta Utara, Simpang Kwanji, Sim-
pang Bangsal, Simpang LPD Dalung, Simpang Pererenan
di Mengwi, Simpang Seseh dan SimpangAbianbase. Ang-
garan bersumber dari $PBD induk tahun 2018. Sekarang
masih dalam proses tender di LPSE. Sementara target
pengerjaan pembangunan ATCS harus sudah rampung
sebelum akhir tahun. "Badung total punya 41 simpang.
Sebanyak 20 sudah terbangun ATCS, termasuk bantuan
dari APBN. Iadi masih kuran glagi?l simpangyang belum
ada ATCS. Pada pembangunan tahap III, kami rencana
akan bangun di l0 titiki jelas Tofan, Rabu (2315) kemarin.

Selain itu juga ada titik lainnya meqrpakan penambahan
fasilitassaja Sebab, sudahterpasanginfrasfiukumya danharyra
tinggal menambah seperti kamera, menyambturglcan kabel FO
(fiber optic). "Unnrksimpangyangbelumtentu sajakami akan
lanjutkan tahun berikruryai pungkasnya. (drrt/dot)
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DENPASAR - Capaian ki-
nerja industri perbankan di
Provinsi Bali hingga posisi
Maret 20lB tahun ini mengala-
mi pertumbuhan. Diukur dari
dana pihak ketiga (DPK), pada
periode saat ini mencapai Rp
gZ,OZ triliun. Meski tumbuh
dari sisi aset 7,BI persen dari
tahun sebelumnya, ternyata
dari sisi non performing loan
(NPL) atau kredit bermas-
alah, masih lebih tinggi dari
tahun ldlu. NPL pada tahun
ini tercatat sebesar 3,92 pers-
en, sementara pada tahun
lalu di periode yang sama
rnencapai 3,2 persen.

Kepala Otoritas Iasa Keuan-
gan (OIK) regional B, Bali-Nusa
Tenggara, Hizbullah menga-
takan rasio NPL di Bali masih

diambang batas wajar, karena
diBawah daribatas maksimal 5
persen. Rasio NPL yang terjadi
pada periode ini, lebih banyak
dipengaruhi oleh sektor per-
tambangan pasir dan peng-
galian sebesar 13,33 persen.
Selain itu, sektor penyedlaan
akomodasi, rnakan dan mi-
num serta jasa perorangan
yang melayani rumah tangga
masing-masing menyum-
bang angka 9,99 persen dan
9,91 persen. "Kalau per-
tambangan ini dipengar.uhi
erupsi Gunung Agung be-
berapa waktu lalu," ujarnya
kepada awak media, dalam
pemaparan kinerja perbank-
an triwulan I, di Denpasar.

Penyaluran kredit pada sek-
tor pertambangan pasir di

Karangasem lebih banyak
disalurkan oleh BPR. Diakui,
kebijakan restrukturisasi yang
diberlakukan oleh OIK masih
belum menyentuh semua
nasabah. Sehingga proses ini
masih berlaku hingga tiga
tahun. "kebanyakan BPR
mengalami keterbatasan
tenaga untuk mengurusi
kredit ini. fadi memang ha-
rus bertahap," tambahnya.

Sementara untuk penyaluran
kredit di Bali, tercatat ber-
tumbuh sebesar 5,32 persen
dengan nilai mencapai Rp
83 miliar..Penyaluran kredit
terbesar berdasarkan wilayah,
yakni Denpasar 54,59 pers-
en, Badung 14,32 persen dan
Buleleng dengan persentase
penyaluran sebesar 8,39 pers-

en. 'Ada tiga sektor yang pal-
ing banyak menyerap kredit
pada periode ini. Sektor bukan
lapangan usaha, perdagangan
besar dan eceran, dan penye-
dia akomodasi makanan dan
minuman," jelas Hizbullah.
Untuk penyaluran Kredit

Usaha Rakyat (KUR) di Bali
hingga posisi Maret menca-
pai 3,86 rriliun dengan rasio
NPL 0,62 persen. NpL KUR
terbesar terjadi pada sektor
transportasi, pergudangan,
dan komunikasi sebesar 3, I I
persen, sementara sektor real
estate dan usaha persewaan
l,68 persen. "KUR ini lebih
banyak diserap ke sektor
perdagangarr yang mencapai
62,67 persen," terang pria asal
Padang ini. (zullrid)
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OTORITAS Iasa Keuangan
(oIK) melakukan penga-
wasan insentif terhadap
tujuh Bank perkreditan
Rakyat (BpR) dari total 136
BPR yang ada di Bali. Ini
menyusul, penyaluran kred-
it yang kerap mengalami
permasalahan. Kondisi ini
membuat rasio NpL dari
BPR mencap ai 7 ,Bl persen,
meski diakui masih dibawah
ambang batas maksimal
yang mencapai l0 persen.
"Tapi dengan capaian itu,
kredit masalahnya terbil_
ang tinggi," ujarnya Kepala
O|K Rggrolql S, Bali Nusra,

Hizbullah.
Kondisi dari tujuh BpR

yang ada di Bali, diakui
belum begitu parah. Na_
mun untuk mengantisipasi
tingkat keparahan semakin
tinggi, perlu adanya pen-
gawasan dari OIK. ,,perlu
pengawasan. atau lampu
kuning, agar tidak semakin
terseok-seok," teran gnya.
Masalah yang dihadapi

BPR saat ini memang pada
kualitas dan kuantitas SDM-
nya. Bahkan berdasarkan
data masih ada BpR yang
struktur direksinya belum
le=nSkgl. _Demi\ian pula

petugas lapangannya ku_
rang. 'Ada BpR yang direk_
sinya baru satu, padahal
senarusnya minimal dua.
Demikian pula tenaga lapa_
ngannya sedikit sehingga hal
ini menghambat operasional
seperti penagihan,,, ujarnya.
Dengan adanya penga_

wasan dari OJK, diharapkan
beberapa BpR yang masuk
dalam daftar kuning di OIK
bisa kembali normal. ',Un:.
tuk pengetesan para direksi
BPR, ini standarnya masih
di Barvah Bank umum yang
memang cukup ketat," pung_
kasnya. (zullrid)

0K AwasiTujuhBpR
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sekwan Bunglcam, Publik Tuntut Transparansi

DENPASAR- Plesiran Komisi I DPRD
Provinsi Bali ke London, Inggris sejak
Minggu-Sabtu (6-12 I 5) menuai respons.
Publik menunggu pertanggungjawaban
Ketut ljama'Ienaya dan I I anggota Komisi
I lainnfa atas hnjungan tersebut. Terma-
sukbukti surat undangan Kedutaan Besar
(Kedubes) Republikbndonesia di London
yang dipakai sebagai dasar seluruh anggo-
ta komisi yang membidangi masalah hu-
kum id terbang ke Negeri Ratu Elisabeth.

Guna memperoleh informasi yatrg
valid, koran ini berusaha melakukan
konfirrhasi. Sayangnya, Seketaris f)ewan
(Sekwltn) I Gusti Ngurah Alit memilih
bungkBm. Pesan Whatsapp koran ini
pukul 10.43 hanya dibaca dan tidak di-
balas. Walhasil jawaban atas pertanyaan
untuk kepentingan apa, berapa biaya
yang dihabiskan, sumber pembiayaan
dari mana, dan sebagainya tidak didapat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali Ketut
Tlnma Tenaya juga tidak bisa dihubungi.
Sama seperti Ngurah Alit, pesan koran ini
pada pukul 10.45 kemarin hanya dibaca.

Aktivis sekaligus dedengkot Yayasan

Manikaya Kawuci, Nyoman Mardika
meyakini seluruh perjalanan dinas yang

rJir

t I Ketut Tama Tenaya,SS.M.Si
. I Wayan Tagel Arjana, ST

r Dewa Nyoman Rai, SH
rl Nyoman Adnyana,

SH, MM
t A.A Kompiang

Raka, SH

. I Nyoman Oka
Antara, SH., MAPDrs. I

' Wayan Gunawan
r I G.K Kresna Budi
r I Gusti Putu Widjera
. Ngakan Made Samudra,

SH

' I Komang Nova Sewi
Putra, SE

. I Nyoman Tirtawan

dilakukan oleh oknum anggota dewan
tentu sudah terencana. Lebih-lebih
perjalanan dinas lintas negara. Oleh
sebab itu, tidak ada istilah dadakan
atau sembunyi-sembunyi. "Tidak boleh
melakukan perjalanan dinas yang sem-
bunyi-sembunyi karena mereka meng-
gunakan anggaran publik (uang rakyat,
Red)i' ucapnya lumat (l l/5) kemarin.

Terkait kunjungan Komisi I DPRD Bali
ke London, Mardika menyebut doku-
mentasi kegiatan wakil rakyat di sana
sangat penting. Hal tersebut menjadi
pertanggungjawaban tersendiri kepada

GMnS: Gt oElVAxrAnA

rakyat yang menggaji mereka.'Apa yang
direncanakan dan dilakukan di sana?
Kunjungan kerja seharusnya ada per-
tanggungjawaban juga. Bertemu siapa
mereka? Duta Besar Inggris? Ketika
bertemu apa yang mereka bicarakan?
Itu harus jelasi' tandas pria yang juga
berstatus kelian banjar tersebut.

Lebih lanjut, Mardika menegaskan
masyarakat Bali wajib menagih laporan
kunjungan 12 anggota Komisi I DPRD
Bali ke London. Pasalnya, jangan sampai
masyarakat berpikir mereka menggu-
nakan uang keringat rakyat untuk berse-

nang-senang menonton. Liga Premler
Inggris mengingat sang Ketua Komisi I
DPRD Bali sempat berfoto di Stamford
Bridge, markas tim papan atas Chelsea
yang kini dibesut Antonio Conte. "Fak-

tanya foto-foto itu (selfie di depan markas
Chelsea, Red) yang dipertontonkan.
Bisa jadi menyalahi aturan. Seharusnya
foto-foto yang ditampilkan saat bertemu
dengan Duta Besar lnggris atau bertemu 

I

masyarakat Indonesia, khususnya Bali 
I

yang ada di Inggrisi' pungkas Mardika.r
Fotq sambungnya merupakan bukti bah-
wa wakil rakyat kita memang melakukan
studi banding ke London. Ditegaskannya,
laporan pertanggungjawaban terkait per-
jalanan dinas tersebut idealnya tidak ha-
nya dilaporkan kepada Ketua DPRD Bali,
melainkan juga kepada masyarakat Bali.
"Kalau tidak ada berarti mereka melali
(jalan-jalan, Red) menggunakan uang
rakyat Bali. Logika sederhananya seperti
itu. Masyarakat Bali juga harus diberikan
penjelasan apa benefit atau keuntungan
yang didapat masyarakat atas kunjun-
gan anggota dewan ke London. Kalau
tidak ada keuntungan, ngapain juga ke
sana j' ungkapnya. (ken/dot)

Edisi : (eHu 1 (J- rhtt 7at(

24

,\.t


